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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)
tingkat SMP di Kota Bandung dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan
Program Indonesia Pintar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 37
Kota Bandung sudah efektif karena dilaksanakan menggunakan strategi yang cukup baik dan tingkat
pencairan dana yang dilakukan sudah mencapai 100 persen. Sedangkan implementasi di SMPN 35
Kota Bandung masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari dimensi implementing
organization dalam teori kebijakan Adam Smith. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, salah
satu kelemahan dalam kebijakan ini adalah belum adanya mekanisme penyeleksian penerima
bantuan. Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu: (1) memaksimalkan pemanfaatan aplikasi
SIPINTAR; (2) inisiasi untuk menerapkan infografis yang telah dibuat; (3) inisiasi untuk menerapkan
model mekanisme penyeleksian; dan (4) mempertahankan strategi dari SMPN 37 yang telah
dilakukan dan dapat menjadi contoh bagi SMP lainnya.

Kata Kunci: strategi, implementasi kebijakan, program indonesia pintar

Implementation Strategy Of The Smart Indonesia Program Policy
Through The Indonesian Smart Card At The Junior High School Level In
Bandung (Smpn 37 And Smpn 35 Bandung)

Abstract

This research uses a qualitative approach and aims to analyze the implementation of Smart Indonesia Program
policy through Smart Indonesia Card at the junior high school level in Bandung and formulate strategies to
improve the implementation of the program. The research method used is a qualitative approach. The results of
the study are to prove that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMPPN 37 Bandung
City has been effective because the implementation of the strategy is quite good and the implementation of the
funds carried out has reached 100 percent. While the implementation at SMPN 35 Bandung City is still not
going well, it can be seen from the dimensions of the implementing organization in Adam Smith's policy theory.
Based on the SWOT analysis conducted, one of the weaknesses in this policy is that there is no mechanism for
selecting beneficiaries. The definite suggestions of researchers are: (1) maximizing the utilization of the SIPITAR
application; (2) initiation to apply the created infographic; (3) initiation to apply the selection mechanism model;
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and (4) maintain the strategies that have been carried out by SMPN 37 that have been carried out and can serve

as examples for other schools.

Keywords: strategy, policy implementation, indonesian smart program

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)
dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014. Program
Indonesia Pintar (PIP) hadir melalui Kartu
Indonesia Pintar (KIP) untuk mengatasi
permasalahan pemerataan pendidikan yang
utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau
masalah kemiskinan, sehingga siswa tidak
memiliki biaya untuk meneruskan pendidikan
dan juga memenuhi kebutuhan perlengkapan
sekolah.

Dilansir  dari  website Indonesia  Pintar
Kementrian Pendidikan dan Budaya
(Kemendikbud), Program Indonesia Pintar (PIP)
melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai
pendidikan kepada anak usia sekolah (6-12
tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan
rentan miskin. Tujuan pemerintah mengeluarkan
Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu:

1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6
tahun sampai dengan 21 tahun untuk
mendapatkan layanan akses pendidikan sampai
tamat satuan pendidikan menengah untuk
mendukung pelaksanaan pendidikan menengah
universal/rintisan wajib belajar 12 tahun;

2) Mencegah peserta didik dari
kemugkinan putus sekolah (drop out) atau tidak
dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan
faktor ekonomi; dan

3) Menarik siswa putus sekolah atau tidak
melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan
pendidikan di sekolah formal ataupun non-
formal.

Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan
dibawah 3 naungan kementrian, yakni
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), Kementrian Agama (Kemenag)
dan Kementrian Sosial (Kemensos) yang
seterusnya akan dirasakan oleh masyarakat
melalui Dinas Pendidikan di masing-masing
provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya yang
menjadi implementator secara langsung dalam
melaksanakan penyaluran dana yaitu pihak
sekolah (Agusman et al., 2019). Program ini
pertama kali diterapkan pada tahun 2015 dan

jumlah penerima bantuan program ini mencapai
20,37 juta siswa tidak mampu dengan total
anggaran mencapai Rp. 12,81 triliun. Bantuan ini
diberikan 2 kali dalam satu tahun sesuai dengan

tahun ajaran sekolah.

Tabel Besaran Bantuan Dana Program Indonesia
Pintar

Kota Bandung merupakan salah satu daerah
yang langsung menerapkan kebijakan Program
Indonesia Pintar sejak tahun 2015. Jumlah SMP
yang sudah menerapkan kebijakan program ini
sebanyak 64 SMP Negeri dan 180 SMP swasta.
Dilihat dari data Dinas Pendidikan, total siswa
penerima bantuan tingkat SMP yang terdaftar
dalam SK pada tahun 2020 yaitu sebanyak 31.893
siswa dari total siswa tingkat SMP yaitu 99.386
siswa.

Meskipun secara konseptual Program Indonesia
Pintar ini sebetulnya sudah cukup bagus dan
jelas, termasuk tujuan kebijakan dan sasaran
penerimanya (Miranti, dkk., 2016). Namun pada
tahapan implementasinya masih terdapat
permasalahan dan kendala yang menghambat
kelancaran suksesnya penerapan Program
Indonesia Pintar di Kota Bandung, yaitu:

L Kurang tepatnya sasaran. Para penerima
bantuan tidak dilakukan survey oleh pihak dinas
pendidikan maupun pihak sekolah serta tidak
adanya mekanisme  penyeleksian  untuk
penerima bantuan. Sehingga rentan terjadi tidak
tepat sasaran.

2. Kurangnya peran aktif sekolah. Pihak
sekolah merupakan salah satu implementator
yang Dberperan penting dalam suksesnya
program ini. Keaktifan sekolah menjadi indikator
penting dalam penyaluran dana Program
Indonesia Pintar. Pihak sekolah diawasi oleh
dinas pendidikan. Dinas pendidikan selalu
memberikan informasi-informasi penting terkait
pencairan dana program ini. Menurut data Dinas
Pendidikan Kota Bandung, SMP yang memiliki
predikat baik dalam pencairan dana PIP yaitu
SMPN 37, hal tersebut dibuktikan dengan
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pencairan dana yang sekolah tersebut lakukan
selalu mencapai 100% yang artinya semua
penerima bantuan sudah mencairkan dana
bantuan yang diberikan. Sedangkan sekolah
yang dinilai lambat dalam melakukan pencairan
dana bantuan ini yaitu SMPN 35, dibuktikan
dengan masih lambatnya pencairan dana dan
kurangnya keaktifan sekolah, sehingga status
pencairan dananya belum mencapai 100%.

3. Distribusi KIP yang kurang lancar,
sehingga menyebabkan proses penyaluran dana
yang lama. Proses pencairan dana dilakukan
secara bertahap, mulai dari bulan Januari. Dana
bantuan langsung disalurkan ke rekening siswa
penerima bantuan. Selanjutnya pemberitahuan
dapat diberitahukan dari dinas pendidikan
kepada operator Program Indonesia Pintar di
sekolah. Jika pihak sekolah tidak berperan aktif
dalam memberikan informasi tersebut, maka
panyaluran dan pencairan dana akan lama dan
terhambat. Menurut website Program Indonesia
Pintar, dana bantuan idealnya didistribusikan
langsung pada awal semester yaitu semester
genap pada bulan Januari dan semester ganjil
pada bulan Juli. Tetapi, dikarenakan beberapa
sekolah kurang aktif dalam menyampaikan
informasi kepada para penerima bantuan,
distribusi bantuan menjadi kurang lancar dan
terhambat beberapa bulan. Sehingga para
penerima bantuan harus menunggu untuk
memanfaatkan dana bantuan tersebut.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut,
untuk  memastikan  keberhasilan  Program
Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia
Pintar (KIP) di Kota Bandung dapat dilihat dari
implementasinya dilapangan, pemilihan sekolah
yang dilakukan peneliti dilihat dari tingkat
pencairan dananya, yaitu SMPN 37 dan SMPN
35 Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan Program Indonesia
Pintar dan merumuskan strategi dalam
peningkatakan implementasinya.

B. PEMBAHASAN

Aktor kebijakan yang terlibat dalam implementasi
kebijakan Program Indonesia Pintar adalah Dinas
Pendidikan dan operator dari pihak sekolah.
Masing-masing dari aktor kebijakan tersebut
memiliki  perannya dalam  menyukseskan
implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar
di Kota Bandung. Dalam menilai implementasi di

SMPN 37 dan SMPN 35, peneliti menggunakan
teori kebijakan Adam Smith yang didalamnya
terdapat 4 dimensi.

a. Kebijakan yang diidealkan (Idealized
Policy)
Kebijakan yang diidealkan ini menjelaskan

tentang perumus kebijakan diharapkan dapat
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
dalam mendorong kelompok sasaran dalam
melaksanakan sebuah kebijakan. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa di SMPN 37, tujuan
kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang
ideal disosialisasikan kepada orang tua dan siswa
serta melibatkan wali kelas sebagai perantara
pemberian informasi. Tujuan kebijakan di SMPN
37 dan SMPN 35 sudah terpenuhi, yaitu
aksesibilitas dan pemerataan pendidikan. Tetapi
untuk tujuan 1 perlu diberikan perhatian karena
aksesibilitas yang semakin mudah membuat
siswa yang tidak mampu harus bersaing dengan
siswa yang mampu. Hal tersebut menjadi
perhatian pihak sekolah wuntuk melakukan
filterisasi siswa yang mendaftar bantuan.

b. Kelompok Sasaran (Target Groups)
Kelompok sasaran dari kebijakan Program
Indonesia Pintar adalah siswa yang masuk ke
dalam salah satu kriteria penerima bantuan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa SMPN 37 dan
SMPN 35 memiliki perbedaan jumlah target
groups yang sangat signifikan, yakni di SMPN 37
sebanyak 420 siswa sedangkan di SMPN 35
sebanyak 198 siswa. Meskipun SMPN 37 memiliki
jumlah target groups yang lebih banyak, tetapi
implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar
(PIP) sudah cukup efektif. Hal tersebut
dibuktikan dengan tingkat pencairan dana yang
dilakukan selalu mencapai 100 persen setiap
tahunnya. Sedangkan untuk SMPN 35 dengan
jumlah target groups yang lebih sedikit, tingkat
pencairan dana yang dilakukan pada tahun 2020
masih menyentuh angka 82 persen, dimana
jumlah siswa yang belum mencairkan mencapai
49 siswa (Data Dinas Pendidikan).

c¢. Badan Pelaksana (Implementing

Organizations)

Dimensi ini menilai badan-badan pelaksana
dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Keberhasilan dan

proses implementasi kebijakan tergantung dari
kemampuan badan pelaksana dalam menjalankan
tugasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa SDM vyang mendukung lancarnya

implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar

di SMPN 37 Kota Bandung hanya dikelola oleh 1

orang yaitu bertugas sebagai operator Program

Indonesia Pintar. Sedangkan di SMPN 35 Kota

Bandung dikelola oleh 3 orang, yaitu 1 orang dari

Kesiswaan dan 2 orang bertugas sebagai operator.

Meskipun di SMPN 37 Kota Bandung hanya

dikelola oleh 1 orang, tetapi pengelola tersebut

dapat menangani jumlah target groups yang lebih
banyak dibandingkan dengan SMPN 35 Kota

Bandung yang dikelola oleh 3 orang. Hal tersebut

dikarenakan SMPN 37 Kota Bandung memiliki

strategi yang cukup efektif dalam menerapkan
dan mengimplementasikan kebijakan Program

Indonesia Pintar (PIP), yaitu dengan cara:

a) Mengadakan sosialiasi dengan para penerima
bantuan yang terdaftar dalam SK yang
diberikan oleh dinas pendidikan untuk
mengarahkan pencairan dana bantuan;

b) Membagikan surat keterangan bahwa siswa
tersebut merupakan siswa aktif di SMPN 37;
dan

c) Berkoordinasi dengan pihak bank penyalur
yaitu Bank BRI KCP Kiaracondong.

Dengan strategi seperti yang dilakukan dapat

mengatasi kendala yang dialami oleh pihak

SMPN 37 Kota Bandung dalam pendistribusian

bantuan.

d. Faktor Lingkungan (Environmental Factors)

Dimensi ini menilai terkait faktor lingkungan

yang berpengaruh dalam suatu kebijakan. Selain

faktor ekonomi yang berperan sangat penting
dalam tercapainya tujuan kebijakan Program

Indonesia Pintar (PIP), terdapat beberapa faktor

lain. Faktor pendukung berhasilnya implementasi

kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di

SMPN 37 Kota Bandung adalah faktor soft skills

yakni terkait kreativitas. Kreativitas yang dimiliki

oleh operator pengelola Program Indonesia Pintar

(PIP) di SMPN 37 Kota Bandung dapat

menjadikan implementasi lebih efektif dan lebih

baik dibandingkan dengan SMPN 35 Kota

Bandung. Sedangkan faktor yang menjadi

ketidakberhasilan implementasi di SMPN 35 Kota

Bandung adalah pihak orang tua yang susah

dihubungi dan tidak kooperatif.

Dalam merumuskan strategi, peneliti

menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk

mengelompokkan kekuatan dan kelemahan yang
berasal dari internal dan eksternal kebijakan

Program Indonesia Pintar. Pengelompokkan

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal
dituangkan dalam gambar dibawah ini.

Internal Eksternal
Kekuatan (Strength) Peluang (Opportunity)
11 Terdapat kebijakan vang | 1) Adamya kolaborasi antara

Kementrian  Pendidikan  (data
Dapodik) dan Kementrian Sosial
(DTES);

Koordinasi vang dilakukan pihak

mengatur  Program  Indonesia
Pintar, sehingga SOP, tujuan dan
sasaran kelompok sudah jelas;

2) Meningkatkan  zksesx  bagi| 2
penenima manfaat ke sekolah dengan bank penyalur;
mendapatkan lavanan pendidikan | 3) Pihak sekolah diberikan
sampal dengan tamat sekolah; kessmpatan  untuk  menjaring

3) Pengawzsan dilakukan dari Dinas siswa tidak mampu vang tidak
Pendidikan kepada pihak sekolah; terdaftar dalam bantuan Program
dan Indonezia Pintar; dan

4) Adanyz strategi vang dilaluken | 4) Bantuan wveng diberikan dapat
pihak sekolah vaitu SMPN 37 dimanfaatkan untuk membiayai
Kota Bandung dalam kebutuhan persenal siswa tidak
menyukseskan program ini. mMamp1L

Kelemahan {Weakmness) Ancaman (Threar)
1) Tepadinva pemutakhiran data| 1) Masyarakat kurang melabukan
pada  tahum 2018 vamg PENgEWESAN;
menvebabkan beberapa siswa| 2) Beberapa crang tua siswa tidak
mizkin penerima bantuan pada

mampu tidak taw cara umtuk

tahun zebelumnya tidak mendapatian bantuan program ini;
mendapatkan  bantuan  karena| 3) Rawan penyalahgunaan
tidak terdaftar pada data vang pemanfaatan  dana  bantuan

baru;
2) Implementator yang lurang | 4
peduli karena tidak melakukan

Program Indonesia Pintar; dan
Tidak zemua siswa tidak mampu
vang didaftarkan oleh operator PIP

survey kepada para pemerima mendapat bantuan karena
bantuan; verifikasi dilakuksn oleh dinag
3) Melmizme seleksi  kriteriz pendidikan.
penerima  bantusn  Program
Indonezia Pintar belum memadai;
dan
4) Kurangmva koordinasi —antara
dinas pendidikan dan  pihak
sekolah
Gambar Analisis Lingkungan Internal dan
Analisis Lingkungan Eksternal Kebijakan

Program Indonesia Pintar tingkat SMP Kota
Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)

Setelah merumuskan indikator internal dan
eksternal, langsung diberikan bobot
untuk mengetahui nilai dari setiap indikator
dalam tahapan Kesimpulan Analisis Faktor
Interal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor
Eksternal (KAFE). Skala bobot yang diberikan
mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak
penting).

Sedangkan rating diberikan berdasarkan tingkat

pengaruh  masing-masing faktor terhadap

peningkatan implementasi kebijakan Program

Indonesia Pintar (PIP) tingkat SMP di Kota

Bandung, skala rating yang diberikan yaitu:

a. 4 = mempunyai pengaruh yang sangat bagus
terhadap pelaksanaan kebijakan Program
Indonesia Pintar

b. 3 = mempunyai pengaruh yang bagus
terhadap pelaksanaan kebijakan Program
Indonesia Pintar
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2 = mempunyai pengaruh yang cukup
terhadap pelaksanaan kebijakan Program
Indonesia Pintar
d. 1 = mempunyai pengaruh yang paling kecil
terhadap pelaksanaan kebijakan Program
Indonesia Pintar.

No. Faktor-Faktor Bobot | Rating | Skor
Straregd Internal (BiR)
[l ) 3 4 5
ek

1 | Terdspat kebyskan yang mengater| 015 4 0,60
Programs Indomesia Pmtar, sehingza
SOP, myman dan s kelospok
wodah jelas
\(mmgkatm ﬁu-s bogi pemerima) 015 i 0.60
b imyazan
p-mddm sampal dln'ln tamat
sekolah

b

3 | Pezgawasan didakukan dan Dmas| 005 3 0,15
Peadidikan kepads piiak sekolal
N Adanya strateg: yasg Slakukan poak ! 015 3 0,60
sekolah vaite SMPN 37 Kota Bandung
dalam mseavokseskan prograsm ins
Jumlah Kek {Strangeh) 0.50 19%

Kelemahan (W aakness)
Teradimya  pemuotaichiran data pada| 015 2 ¢30
tahiun 2078 yang menvebablan bebemaps
L | siswa mukn penml blnmln pwh

1ahun

b nmnlu: daftar pada data

yaog kurang peduk | 015 3 045
Tarens tdak rselakuian survey epads
para penenmna baztuan
Meknnme selekn kritens penermma | 015 i 0,60
3 | bastuan Program [sdcnesis Petar belusy
memads)
4 Kwupvu koordinass smtara  dinaa | 005

"

~

010

dan pehak sekolah
Ju:hh Kelemahan (WWeaknesy) 030 142
Jumlak Total (ked dan kelemahas) 190

Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Internal

(KAFI)
No, Faktor.Faktor Bobet | Rating | Skor
Strategi Eksternal (BxR)
1 2 1 4 5
Peluang (Opporturity )
1 Adezys kolab wntars K 013 2 030
Pendidikan (data Dapodik) dam
K Sosial (DTKS):

2 | Koordinau yang ddaikokan  pebak| 0010
sekolah dengas hask peovaler
3| Pitak sekolah diberkin kesempatas | 010 3 0,30
untuk memjarmg sswa tidak mampu
yeas tdak terdaftar dalam bastuae

L]
=
¥l
=

Prcgum Indonecis Pmm
4 yang 3 dapat | 020 ‘ 0,30
dimanfastiar  wmtuk membizval
kebutuban personal siswa tdak mampo
Jumlsh Peluang (Oppormunity) 0.58 1,60
Anc: h
1| Masyassicat kurang melakukan | 010 2 0,20
RenpAaas
2 | Beberapa crang tua uswa tdak mampu | 005 2 0,10
ndak ne caa  eatluk  seadapatioan
bantsan pecgram =
3 | Rewun penuhbgmu pemanfastan | 020 4 030
dana b d Pintar
4 | Tudak semua siswa mhk mampu ye0g Q.10 2 0,20
dadaftarkan olek op
banbsar karema dilakukan vesificsor oleh
dinas peadidican
Jusalah A (TMhreaty 045 130
Jumlah Total (peluang dan ancaman) 1.00

Gambar Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal
(KAFE)

Setelah melakukan pemberian bobot dan rating
terhadap  indikator  strength, = weakness,
opportunity dan threat, Tahapan selanjutnya
adalah menyusun matriks KAFI dan KAFE untuk
dilakukan analisis kuadran strategi dengan
menggunakan  diagram  cartesius. = KAFI
digambarkan dengan sumbu mendatar X dan
KAFE digambarkan dengan sumbu vertikal Y.
penentuan titik pada diagram cartesius dilakukan
dengan cara berikut:

a. Rumus menentukan titik koordinat KAFI:
Sumbu X = (Skor Kekuatan - Skor Kelemahan)
2
X=(1,95 - 1!45) =0,50=0,25
2
b. Rumus menentukann titik koordinat

KAFE: Sumbu Y = (Skor Peluang - Skor
Ancaman)

Y= (1,60 - 1!30) =

2
0,30 =0,15
2

Berdasarkan perhitungan titik koordinat KAFI
dan KAFE diatas, maka titik koordinat kuadran
strateginya adalah (0,25;0,15) yang artinya berada
pada kuadran 1 (Agresif). Kuadran ini
menggambarkan situasi yang menguntungkan,
karena kekuatannya dapat memanfaatkan
peluang yang ada. Berikut ini gambaran
mengenai analisis kuadran strategi menggunakan
diagram cartesius dalam gambar dibawah ini.

Pelaang
[Le3)
Kudran 111 Kadran |
(Taru-Aroued) iy Agresif)
+ 1
/ 02505
Kelemahan =
4 1 Kelustan
w) { } t )
2 1 1 2
41
Kudron TV T2 Kadran 11
Dofensif) (Dlversifibasd
'
Ascaman
m

Gambar Analisis Kuadran Strategi untuk
Kebijakan Program Indonesia Pintar
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Tingkat SMP di Kota Bandung dengan
Menggunakan Diagram Cartesius

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI
Berdasarkan pada hasil penelitian, implementasi
kebijakan Program Indonesia Pintar dilihat dari 4
dimensi kebijakan Smith di SMPN 37 dapat
dikatakan sudah Dberjalan cukup efektif
dikarenakan adanya strategi yang mendukung
pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di
SMPN 37 Kota Bandung yang diciptakan melalui
kreativitas SDM pengelola atau pelaksana
Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga
tingkat pencairan dana mencapai 100 persen.
Sedangkan implementasi di SMPN 35 belum
berjalan dengan maksimal, dikarenakan dilihat
dari salah satu  dimensiyaitu dimensi
implementing organization berbicara terkait
SDM pelaksana kebiakan Program Indonesia
Pintar (PIP) di SMPN 35 Kota Bandung.

Dalam merumuskan strategi, peneliti
menggunakan analisis SWOT dan hasil dari
analisis menunjukkan nilai (0,25;0,15) yang
berada pada kuadran I (Agresif). Melihat hal
tersebut, terdapat rekomendasi strategi yang
diajukan peneliti, yaitu:

1. Bagi SMPN 37 dan 35 Kota Bandung, dapat

melaksanakan program ini mulai dari
mengkomunikasikan sampai dengan
pendistribusian berpedoman pada

Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang
Program Indonesia Pintar dan Persekjen
Kemendikbud No. 8 Tahun 2020;

2. Memaksimalkan  penggunaan
SIPINTAR  untuk  pengawasan
dilakukan oleh Dinas Pendidikan;

3. Strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah
yaitu SMPN 37 Kota Bandung harus tetap
digunakan dan dioptimalkan. Bagi SMPN
35 Kota Bandung dapat mengadopsi strategi
yang dilakukan SMPN 37 Kota Bandung
agar implementasi kebijakan Program
Indonesia Pintar (PIP) dapat lebih efektif;

4. Melakukan mekanisme penyeleksian
penerima bantuan lebih ketat lagi, karena
dari hasil wawancara yang telah dilakukan
bersama dengan narasumber, mekanisme
penyeleksian tersebut belum ada. Sehingga
peneliti bernisiatif membuat perancangan
model mekanisme penyeleksian penerima
bantuan guna meningkatkan implementasi

aplikasi
yang

5. Inisiasi

kebijakan Program Indonesia Pintar di
SMPN 37 dan SMPN 35 Kota Bandung.

Gambar Model Mekanisme Penyeleksian
Penerima Bantuan

untuk  menerapkan infografis
Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah
peneliti buat untuk memudahkan orang tua
siswa dalam membaca kebijakan Program
Indonesia Pintar (PIP).

Program Indones
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